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NOMOR VP- TAHUN 2020 
TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS
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DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAIIA ESA 

BUPATI KATINGAN,

Menimbang : bahwa Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 
Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden 
Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Peraturan Menteri 
Keuangan Republik Indonesia Nomor 76/PMK-07/2020 
tentang Pengelolaan Cadangan Dana Alokasi Khusus Fisik 
Tahun Anggaran 2020, Surat Direktur Jenderal Perimbangan 
Keuangan Nomor S.267/PK/2020, tanggal 29 Juni 2020, 
perihal Alokasi Cadangan Dana Alokasi Khusus DAK Fisik 
Tahun 2020, Surat Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan 
Nomor S-281/PK/2020, tanggal 09 Juli 2020, perihal 
Penyampaian Rincian Alokasi BOK Tambahan TA. 2020 dan 
Pelaksanaannya, Surat Direktur Jenderal Perimbangan 
Keuangan Nomor S-282/PK/2020, tanggal 10 Juli 2020, 
perihal Percepatan Pelaksanaan Kegiatan Pemulihan Ekonomi 
Nasional yang didanai melalui Cadangan Dana Alokasi Khusus 
(DAK) Fisik Tahun 2020, sebagaimana pada huruf a dalam 
APBD Tahun Anggaran 2020, maka segera melakukan 
Perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran 
Perubahan APBD mendahului Penetapan Peraturan Bupati 
Katingan tentang Perubahan APBD tahun Anggaran 2020, 
untuk selanjutnya diberitahukan kepada Pimpinan DPRD 
Kabupaten Katingan dan ditampung dalam Rancangan 
Peraturan Bupati Katingan tentang Perubahan APBD
Kabupaten Katingan Tahun. Anggaran 2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan
Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten 
Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, 
Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan 
Kabupaten Barito Utara Timur Provinsi Kalimantan Tengah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 
18 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4180 );

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4286);



3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksanaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4438);

7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak 
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

8. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan 
Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2009 Nomor 155, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5074);

9 . U ndang- U ndang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Per undan g- undangan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5234);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 
Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4138);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4139);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana 
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4575);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 
25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4614);



15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak 
Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah

16. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang
Perubahana Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 
2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah, 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 
110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5155);

L/. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaga Negara Republik 
Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang
Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2018 Nomor 248 (Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6279);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5; 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5271);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 74 tahun 2012 tentang
Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 
tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 171,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5340);

21. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan 
Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6041);

22. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar 
Pelayanan Minimal (Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6178)

23. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 86 Tahun
2017 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja

Negara Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2017 Nomor 194;

24. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 
2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 54 
Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

24. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembagian 
Urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan Pemerintah 
Kabupaten Katingan (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan 
Tahun 2008 Nomor 3);

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan 
Keuangan Daerah;



26. Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 10 Tahun 
2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten 
Katingan Tahun 2019 Nomor 10), (Tambahan Lembaran 
Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2019 Nomor 63);

34. Peraturan Bupati Katingan Nomor 70 Tahun 2019 tentang 
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Kabupaten Katingan Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah 
Kabupaten Katingan Tahun 2019 Nomor 537);

35. Peraturan Bupati Katingan Nomor 14 Tahun 2020 tentang 
Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Kabupaten Katingan Tahun Anggaran 2020 (Berita 
Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2020 Nomor 553);

MEMUTUSKAN ;

Menetapkan : PEKAlUKAN BUPATI KATINGAN TENTANG PERUBAHAN 
ATAS PERATURAN BUPATI KATINGAN NOMOR 14 TAHUN 
2020 TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN 
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 
2020.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Katingan Nomor 14 Tahun 2020 
tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2020 Nomor 
553), diubah sebagai berikut _____

URAIAN S E B E L U M  PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN SERTAMBAH/ (BERK U RA N G
PENDAPATAN 1.249.163.273.266.00 1.148.467.329.547,77 100.695.943.718,23
PENDAPATAN A S U  DAERAH 62.665.045.450,00 62.167.996.859,77 10.407.048.590,23
Pendapatan Pajak Daerah 19.700.244.682,00 11.200.000.000,00 8.500.244.682,00
Hasil Retribusi Daerah 5.729.844616.00 3.203.000 000,00 2 526 844 616,00
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 7.602.483.523,00 7.632.000.000,00 29516.477,00
la in -la in  Pendapatan Asli Daerah yang Sah 29.532.472.629,00 30.122.996.859,77 590 524.230,77

DANA PERIM BANGAN 969.079.875.816,00 381.780.586.688,00 87.299.289.128,00
Bagi Hasil PajaWBagi Hasil Bukan Pajak 74,183.564.816,00 113.853.091.688,00 39.669526 872,00
Dana Alokasi Umum 717.270.848.000,00 636.084.451.000,00 81.186 397.000,00
Dana Alokasi Khusus 177.625.463.000,00 131.843.044.000,00 45.782.419.000,00

LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 217.518.352,000,00 214.628.746.000,00 2.989.606.000,00
Pendapatan Ubah 26,327.500,000,00 26.488.500.000,00 161.000000,00

Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya 30.520.000.000,00 30.520.000.000,00

Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus 11.565.571.000,00 10.079.243.000,00 1.486.328.000,00

Pendapatan Lainnya 14 9 10 5 2 8 1 n m n n 147441 n m m o .o o 1.664.278.000,00

URAIAN S E B E LU M  PERUBAHAN SETELAH  PERUBAHAN IE R TA M B AH / (B ERK U RA N G
BELANJA 1.319.163.158 .659,15 1.218 457 214 .940,92 100 .69S .943718 .23

BELANJA TIDA K  LANG SUNG 728.395.144.959,15 877.977.973.963,88 149.582.829.004,73

Belanja Pegawai 416.143.203.(®1,55 428.231.844.581.31 12.088,641.489,76

Belanja Subsidi 1.360.000.000,00 1.530.142100,00 180.142.100,00

Belanja Hibah 23.367.500.000,00 24.467.500.000,00 1.100.000.000.00

Belanja Bantuan Sosial 51 2S0 189.396,00 51.655.189.396,00 365000000,00

Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan 
Pemerintah Desa

3.500.000.000,00 3.506.459.617,00 6 459617,00

Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan 
Pemerintahan Desa

231.744.252.481,60 230.081.974.863,60 1.662.277.618,00

Belanja Tidak Terduga 1.000.000.000,00 138.504.863.405,97 137.504.863.405.97

BELANJA LANG SUNG 590.758.013.700,00 340.479.240.977,04 250.278.772.722,96

Belanja Pegawai 62,281.831,054,00 62.480.847.100,00 199.016.046,00

Belania Baranq dan Jasa 248.517.469.593,88 130.642.061.796,94 117 875.407796,94

Belanja Modal 279.958.713 05212 147.356.332.080,10 132.602.380.972,02
S U R P L U S / (D EFIS IT) 69.389.885.393,15

PEMBIAYAAN DAERAH
PENERIM AAN PEMBIAYAAN DAERAH 77.389.885.393,15 77.389.885.393,15 -
Sisa Lebih Perhitunqan Anqgaran Tahun Anggaran Sebelumnya 77.389.885.393,15 77.389.885.393,15 -

PENG ELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH 7.400.000.000,00 7.400.000.000,00 -

Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah 7400.000 000,00 7.400.000.000,00 -
-

PEMBIAYAAN N E T T O 69.989.885.393,15 69.989.885.393,15

S IS A  LEBIH  PEMBIAYAAN ANGGARAN TA H UN  BERKENAAN



Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Bupati Katingan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten 
Katingan.

Ditetapkan di Kasongan

Diundangkan di Kasongan

BERITA DAERAH KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2020 NOMOR 581


